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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E;SA ik

BUPATI BOMBANA SR SRR & | S
Menimbang : a. bahwa hutan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan
kekayaan alam yang perlu dilestarikan ‘dan dlkelola secara bijaksana
- agar dapat memberi manfaat sebesar besarnya bagl kepentmgan
. Daerah, Bangsa dan Negara !
b. bahwa dengan' Peraturan’Pemerintah Repubhk ,!ndonesia Nomor 66
- Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka penzmanidan pengaturan
: pengelolaan hasil hutan dan atau 1kutannya merupakan salah satu

jenis retribusi lain-lain yang dapat dikelolah oleh daerah kabupaten;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Perizinan Dan Pengaturan Pengelolaan Hasill ;

lkutannya; | ,_,t_ 2

l
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu{wrn| Acara Pidana

. {Lembaran Negara Republik Indonesia’  Tahun : 111981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kon ervasn Sumber Daya

- Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran; Negard Repubhk Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan- Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3419); : H
. B 3. . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Ii'ajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. 7. 3685), sebagaimana telah. diubah dengan: Undano-Undang Nomor 34
* Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indones1a il ahun 2000 Nomor
249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonetia Nomor 4048);

4, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang| 'Pokok-pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 698 Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699); - I i

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun . 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nemor 75, Tamhahanl;Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); Pt il

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

" Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 167),: :
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7. Undang-Undéng Nomor 29 Tahun 2003;} teptang ;-Perhbentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi: dan |kabupaten Kolaka

Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara' (Lembaran iNegara Republik
Indonesfa Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan'|Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4339); R H I
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun . 2004 - tentang! Pembentukan
- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Negara 'Republikflndonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran | Negara: Republik

- Indonesia Nomor 4389); RN
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun|(2004 :Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teritang Perimbangan Keuangan
-antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah) Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun :2004 Nomor: 126, | Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); . | L
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun, 2000, tentang  Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi ; sebagal| Daerah: Otonom
-(Lembaran Negara Republik Indonesia;g]jahtm;;?ppﬂi Nomor 54,

._ - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer, 3952);

. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Irjc_lqnesiflfTallll\?n 2000 Nomor
201); BRI

13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tehtfa;r!g' Tata Hutan dan
Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan;Pemarn faatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan; SRR N R A

Ty ;
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN B_OIMB_!?__NA
| dan’ P R

BUPATI BOMBANA ' 1|y,

@ Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI | PERIZINAN  DAN
PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA
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| BAB | SRR H I
KETENTUAN UMUM o 0ol
Psal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : et | ‘

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana; S, ot |3
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana; :] i|:
Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; . T M T
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang tertentu dibidang kehutanan
tentang pengaturan perizinan dan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Pérééljban';qu:baIt’as, Perseroan
Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama

ap oo

o

atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongﬁi,?de?;agi ,| Yayasan atau
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Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk: Usaha' Tetap serta bentuk
badan usaha lainnya; At H T
Mekanisme Perizinan adalah prosedur yang ditempuh dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan: sesuatu_hak pengambilan dan
pemungutan hasil hutan dan atau ikutannya dalam suatu kawasan Ritan lindung, hutan
produksi, hutan konversi serta hutan milik/hutan rakyat; - i {|| =

. Pengaturan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya adalah réni;kafaﬁ kebijaksanaan

P

tentang tata cara memperlakukan semua hasil dan atau ikutannya baiklyang bersumber
dan dieksploitasi dari dalam wilayah Kabupaten Bombana, madpin |bersumber dan
dieksploitasi di luar Kabupaten Bombana; SEOEE SR BN I 1 B

- Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ‘yang ditunju-ki fdaiﬁ fét'éu-édiitétapkan oleh

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; :| L

Pemegang Izin adalah mereka yang mendapatkan hak pemungutan) pengambilan dan
pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya; ~ R R R Y N

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil
hutan; | | R ) I

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi! ;'mkok sebagai
perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur, tata 'air,|men<:egah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kestiburan tanah;

Hutan Konversi adalah hutan produksi yang karena keadaan topografi tertentu, dapat
dikonversi untuk kepentingan pembangunan sektor lain di luar.kehutanan; : -

- Hutan Milik adalah hutan yang berada pada tanah di luar k@?{aﬁs%a‘n'l. bht?? dan dibebani

hak atas tanah;

AR S T I
. Hutan Tanaman adalah suatu kawasan hutan yang dibuat dan d_ikeloléh oleh sesuatu

badan tertentu dalam suatu areal kawasan hutan dengan sistem hak pengusaha hutan
tanaman industri; o Goai ! ! B

Hasil hutan dan atau ikutannya adalah semua benda benda: hayati, i non hayati dan
turunannya serta jasa yang berasal dari hutan yang selanjutﬁi(a? disétil.'lt' h:asil hutan;
Retribusi Perizinan dan Pengaturan dan Pengelolaan Hasil Hutan 'dan jatau fkutannya
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian izin ;oleh "I?émg'rintah Daerah
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha;p;eng‘ambi‘la:n/pemungutan
hasil hutan dan atau ikutannya pada suatu tempat tertentu dalam wilayah daerah;
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
Penampungan hasil hutan adalah suatu tempat dimana hasil hutan baik berupa kayu
maupun bukan kayu ditampung dan diperjual belikan secara komersial} || =
Pengawasan adalah serangkafan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang
dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengendalian’ da[amghh}qupgannya dengan
kegiatan operasional pemungutan/pengambilan hasil hutan dan atau 'iikutannya bagi
mereka yang telah mendapatkan izin; | PR
Pemeriksaan adalah serangkafan kegiatan untuk mencari,  mengumpulkan  dan
mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka ‘pengawasan kepatuhan,
pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap_'pe_rpéga_n!;_’ izin -berdasarkan
Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku; SRR AR B ; o
Penyidikan tindak pidana adatah serangkaian tindakan yang dilakukan .oleh penyidik
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Polri) yang selanjutnya:dapat disebut penyidik
untuk mencari serta mengumputkan bukti dimana dengan; bukti itu! dapat dijadikan
bahan penyilidikan pada pelanggaran dibidang perizinan hasil h_utan-'c_lar! 'atau ikutannya
dalam rangka menemukan pelaku pelanggaran itu. - EIUUEE T DY IR R
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BAB I - S |
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUS]

Pasalz : "-3;:,!"!{ i
BESS IR EH
i !

Dengan nama Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil’ Hutan dan atau
1kutannya dipungut Retnbus1. L IR X ; oo -

Pasal3 o :

| 'Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan hasilt
hutan kayu dan bukan kayu dan atau ikutannya (dikecualikan kayu bakariuntuk kebutuhan
sehari-hari/tidak untuk tujuan, termasuk hasil hutan untuk keperluan penelltian) seperti:

- a. Kayu bulat dari semua jenis; - B Co e

b. Kayu bakar; ' AR TN Y B

~ ¢. Kayu olahan semua jenis; B bl W
d. Kayu Mangrove (bakau semua jenis). - SR j __
. Pasal 4 ok

Subyek Retribusi adalah wajib Retribusi yang telah memperoleh mn usaha péngelolaan dan
_pemanfaatan hutan, hasil hutan dan atau lkutannya SO IS e 1 S

l N I R A

- BAB 1l SRS RENS
- GOLONGAN RETRIBUSI DAN PERIZINAN L

Pasal 5

!
3

SRNIE
i
Retnbusx Penzman dan' Pengaturan Pengelolaan Has:l Hutar} !dan atau. ikutannya
digolongkan sebagal Retribusi lain- lam : | At
: ot
B

Paéal' 6 '
terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang bérWéhhrig. H

| ’(2) Pejabat, prosedur dan mekanisme serta persyaratan sebagalmana dj'maksud pada ayat
(1) akan diatur leb:h lan]ut dengan Peraturan Kepala Daerah ' S A

(1) Setiap pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan al:a:l. ikutainnya harus

Pasal? '. “

‘-!.

ikutannya dapat

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hutan, has1l hutan dan at;ﬁ

" diberikan izin sebagai berikut : : | i
(1). Pemanfaatan hasil hutan lindung dllaksanakan melalu: pl’ be
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. i T j f

|
i’té izin usaha
- (2). Pemanfaatan hasil hutan produksi- dilaksanakan : melalu: pe be’nén 'lzm usaha'

_pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu I
(3) Pemanfaatan hasil hutan milik dllaksanakan melalm pemberian izmj pemanfaatan hasil
" hutan kayu dan bukan kayu, AREIE

(4). Pemanfaatan hasil hutan tanaman dtlaksanakan rnelall.n pembenan izin usaha
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu || | ;

(5) Pemanfaatan hasil hutan konversi dilaksanakan . melalui lpﬂmbenan Jdzin usaha
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. B

i
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BAB v iy
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN HASIL
DAN ATAU IKUTANNYA :

Pasal 8

=t;§:f-!3,
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3:‘ .l

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan atau 1kutann
memperoleh manfaat yang optimal bagi kese]ahteraan selurul'{
berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian. AR g
(1). Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan
hutan kecuali pada hutan lindung konservasi serta pada zona lnt
taman nasional.

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau lkuta
_pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan konservasi sert

.zona rimba pada taman nasmnal

Pasal 9 |

(2).

i
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a
i

i
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pasat 10

(1).
" hasil hutan bukan kayu.
(2). Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa penga

hasit hutan kayu dan bukan kayu.
(3).

4).
! hasil hutan kayu dan bukan kayu.

{5).

hasil hutan kayu dan bukan kayu.
by
hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal '1 1

2%'5

I
Pengelolaan dan pemanfaatan hasd hutan pada semua Jems hutan .,e
dalam pasal 4 di atas, tidak diperbolehkan meleblhi daya dukung hutan

 BABV
~ MEKANISME, SISTEM DAN WEWENANG PERIZINA
SERTA PENGATURAN PENGELOLAAN y ,

Pasal 12

S I H
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(1). Tahapan perizman dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan

beberapa tingkatan pejabat sesuai dengan tugas dan kewenang'm

pejabat tersebut. : al

(2). Ketentuan mengenai tahapan perzzman dan persyaratan dan

2:.;

Pemanfaatan hasﬂ hutan pada hutan hndung dapat berupa pengar

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan konversi dapat berupa.pengamb

—

At i v 1 Prcmsi o]

pértujuan untuk
asyarakat secara

pada semua kawasan
da zona rimba pada

1
lya dapat ditakukan
pada zona inti dan

nbilan/ pemungutan
i i .
bill'anf pemungutan

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan m'lllk dapat berupa pengambilan/ pemungutan

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dapat berupa pengambnlanl pemungutan

i
|lanI pemungutan

|
sual

) élenéan maksud
'se

cara lestari.

NL

11
|

i

hasil: hutan melaluf
dari masmg masing

i I

para pemohon izin

sebagaimana di maksud datam Pasal 6 ayat (1) dlatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah, e

‘1::.:_.'!?
S

' =
[




'(1)
(2)
. badan hukum yang telah memperoleh izin dari pejabat yang benwen|ang, diwajibkan
e

'Dinas Kehutanan melalui Keputusan Kepala Daerah, - SRR |

@,

. 6

" secara swakelola oleh Dinas Kehutanan atas persetu_',uan Kepala Daerah

(6.

--Pasal' 13'-'  T L

‘Untuk mencapai pendapatan yang maksimal dari pemanfaatan hasﬂ hutan yang lestan

‘maka sistem pengawasan, pembinaan serta pemantauan[{terhadap keglatan_'

pengelolaan dan pemanfaatan hasi hutan tersebut, dllaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
Pada setiap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil, hutan oleh perorangan atau

untuk bermitra dengan penduduk disekitar lokasi izin. -:
Pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) adalah Kepala Daerah dan dalam hal ini dapat pula dlhmparkan kepada Kepala -

Setiap pemakai, pengguna dan peminat hasil hutan: ba1k untuk keperluan pribadi
maupun untuk tujuan komersial, harus membeli secara langsung kepada orang atau
badan usaha yang telah mendapatkan lZln pengelolaan, pemanf'latan hasﬂ hutan dari
pejabat yang berwenang. ‘ mHE s]s '

Khusus untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman,;akan dilakukan

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanaman yang’dlbuat dengan sistem Hak -

- Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri {(HTI}, sebelum melakukan kegiatan

pengelolaan. dan pemanfaatan hasil hutannya, maka: plhak pengelola diwajibkan -
membuat Rencana Kegiatan Lima Tahunan (RKT) yang disyahkar oleh Kepala Dinas

,,,,,

- Kehutanan. - il 1.

o).

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasﬂ hutan d1luanHPH HT! * naka pemegang izin

harus membuat . Rencana Ker;a Tahunan (RKT) yang,dlsahlgan o[eh Kepala Dinas

Kehutanan,

).

~ maka sebelum penerbitan izin tersebut kepada para pemohonidlwajlbkan untuk
' membuat kajian lingkungan. : i i' ! :

-:' (2).

Pasal_14 !! a {'If i

ol
Untuk mengetahui dampak lingkungan yang dttlmbulkan dalam rangka pembenan izin
usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kepada peroranpan ‘atau badan usaha,

Kajian lmgkungan sebagaimana chmaksud ayat (1) pasal 14 |d[| atast adalah sebagai "

" berikut : _
. a. Bagi kepentmgan bukan kehutanan yang mempunyal dampak besar terhadap

lingkungan hidup seperti pembukaan lokasi tambang, pembukaan lokasi
transmigrasi, pembukaan lokasi perkebunan dit wajib; membuat |Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Perbaikan ngkungan (UPL) dan Usaha Kelola
- Lingkungan (UKL). . e

_ " b. Bagi kepentingan kehutanan sepertl lPHHK iPHHBK dan ISL w r]lb menypsun kajlan -
-~ (3).

korban bencana alam dan kebutuhan sosral lainnya, gdiatur ;.,lebh lanjut dengan

' Keputusan Kepala Daerah - o MRS AN H |

_(1).

usaha perbaikan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Llngkungan (UKL).
Prosedur pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang, berasal dan konversi hutan
untuk keperluan non kehutanan serta kepertuan masyarakat sepertl penanggulangan

13

a1

Pasal 15

: HIE
Dokumen yang digunakan dalam setlap peredaran hasﬂ hutan adal:abI dokumen standar

yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan atau dokumen lain . ang sah menurut
- ketentuan Peraturan dan Perundang undangan. _ SR ] '

o i
Lo +

i
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2).

(3).

(n-.

@ o).

).
: bulan untuk kayu, dan selama enam (6) bulan untuk non; kayu dan‘ sesudah itu dapat
* diperbaharui lagi.
(2).

Keputusan Kepala Daerah.

(2).

petugas dari Dinas Kehutanan yang . -memenuhi syarat yan 3 ditetapkan dengan

(1.

BERTTIEN

‘Untuk menertibkan penampungan hasil hutan yang- dlper]ual

, !
i
]
" H

belikan maka seti ap

penampung hasil hutan, harus memiliki izin penampungan yans sah dan dlterbltkan

oleh pejabat yang berwenang.

Syarat-syarat sahnya penampungan hasit hutan sebagaimana dlm'xksud dalafn Pasal 15

ayat (2) di atas, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB IV

TARGET DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN 1k

Pasa( 16

!

Untuk menjaga keseimbangan antara produksi hasil - hutan dani pertambahan massa
kayu (Riap) dalam suatu kawasan hutan tertentu demi kelestarian fungsi hutan maka
perlu ditetapkan jatah tebangan tahunan yang besarnya diatur dengan Keputusan

Kepala Daerah. . | .

Untuk mengetahui besarnya riap kayu sebagalmana d1maksud

pada ayat (1} maka

sebelum penerbitan izin, terlebih dahulu harus diadakan pe gkajian teknis oleh

keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Untuk menjaga kesesuaian antara produkSI hasil hutan dan kelestanan fungsi hutan
sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka luas areal yang dlzmkan set1ap tahun
maksimum 500 Ha untuk kayu, dan maks:mum 3.000 Ha untuk bu&an kayu

Pasal 17 : )

l
;I_.

il
B 5 .
|

Sl | _
Jangka waktu perizinan untuk setiap kali penerb:tan dapat dlbenkan selama 6 (enam})

Ketentuan pembaharuan izin sebaga1mana dimaksud pada ayat

o

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG 1zm '

Pasal 18

Setiap pemegang izin wajib : - R
a. Membuat RKL dan RKT sebagaimana dxmaksud pada ayat (6) d

i

kan diatur dengan

RS m [

il -
PR
: .

1N

an ayat (7) pasal 13

b. Khusus untuk pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan has1l hutan kayu, setiap
pemegang izin diwajibkan membayar Provisi Sumber;Daya Hutan (PSDH), Dana

Reboisasi dan Retribusi hasil hutan, sedangkan pemegang

izin pengelolaan dan

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dikenakan biaya Provilsi Sumber Daya Hutan

(PSDH) dan Retribusi hasil hutan.

~ €. Melakukan pengelotaan dan pemanfaatan hasil hutan pada areal yang telah

diizinkan dengan target volume yang telah dltentukan dengan menglkuti petunjuk

teknis yang berlaku. : SN

d. Menjaga keamanan, memelihara dan melestarikan . hutan dan melaporkan setiap
tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan laln yang memmbulkan terjadinya

gangguan keamanan hutan.

e. Menjaga dan memelihara species tumbuhan tertentu yaqg t;lilxndur!lg:

~ f. Mengamankan wllayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

B 1
R
P




(1). Setiap pemegang izin dllarang - o ',
a.

(1

b.

Pasal 19 . ii

Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil . ‘hutan- dlluarw area yang telah
dizinkan dan atau melampaui target volume yang dlzmkan | i [
Mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan yang ! tidak dilengkapl dengan
Surat Keterangan Sahnya Hasit Hutan yang dlterbitkan oleh peJabat yang
berwenang. : i
Memasukkan alat-alat berat yang dapat memmbulkan kerusakar] tanah hutan
Melakukan penebangan pohon pada areal dibawah jarak 500 (lima ratus] meter dari
tepi waduk, danau, di bawah jarak 200 (dua ratus) meter darl tep1 mata air dari
kanan kiri sungai di daerah rawa, dibawah jarak 100 (seratus] eter dari kanan kiri
tepi sungai, di bawah jarak 50 {lima puluh) meter dari kanan i, itepl anak sungai
serta 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang serta 130 (seratus tiga puluh) kali
selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
Menerima, dan atau menjual, menerima tukar, menerima t tlpan menylmpan dan
atau memiliki hasil hutan yang patut diduga berasal| dan _.kawasan hutan yang
diambil di luar lokasi izin yang telah chtentukan - ',_?;5_7 A
BAB VIiI LN
SANKS! ADMINISTRASI .~ . g
Pasal. 20 ‘ ! E ’
SR

Melanggar ketentuan pada huruf (b) pasal 18 dapat dlkenakan sanksi berupa
penghentian pelayanan administrasi untuk jangka waktu' 1 (satu) bulan dan sesudah itu

- dikenakan denda sebesar 2% (persen) tiap bulan berdasarkan be:.a'nya kewajlban yang
* harus disetarkan. I | i | I

(2)' Melanggar huruf (d) pasal 18 d:kenakan sanksi. berupa penghentzan pelayanan
administrasi selama 1 (satu) bulan. !l

Melanggar huruf (f) pasal 18 dikenakan sanksi berupa denda sebesar b1aya rehabthtasl
kawasan DAS yang rusak. - | |

(3)

a.
. b.'

C.

Melanggar huruf (a) pasal 19 dikenakan sanksi berupa denda |10 (sepuluh) kali
besarnya PSDH dan Dana Reboisasi atas dasar valume hasil hutan yang bermasalah,
Melanggar ketentuan pada huruf (b), huruf (d) dan huruf (1=-) pasal 19 dikenakan
sanksi berupa pencabutan izin. :

Setiap benda-benda berupa hasil hutan yang beredar dan dlperdagangkan secara
tidak sah, termasuk alat angkut yang. dlpergunakan sepertl kapal perahu, mobil

dan lain- laln dapat dijadikan barang bukn guna proses pengusulan lebih lan]ut

BAB IX SR
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA@

Pasal 21 |

: AR
.__5_

Tlngkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan yang dnzmkan untuk dikelola
dan dimanfaatkan dari jenis hasil hutannya. - :




(1

@)

-~ dengan blaya penyelenggaraan pembenan 1z:n BRI L

1.

e
SR )}

(1
- - wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan - penyidikan [tmdak pidana di

-tersebut. N I

BABX- . l ;

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANa
~ STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasa{ 22 i ‘

HE

:1‘
i

Setiap proses pengurusan penzman oleh seseorang atau badan usaha dalam rangka
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, wajib dlkenakan|biaya ;perizinan dan
pengaturan pengelolaannya sebanyak satu kali dalam satu nasa

i
H
é

berlakunya izin

Besarnya b1aya penzman dan pengaturan pengelolaan yang dlbebankan kepada para

" pemohon izin diatur sebagal berikut: .-
~a. lzin Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan (IHPHHR] tanf b1aya adalah .

- {uyran Tetap sebesar - - - /Rp. - 15.000,-/ton | |:|" :
- Leges .. sebesar = _;Rp 10.000,: -fizin (d1[=katkan padaSurat zin)
- Dana Rehabilitasi Hutan sebesar “:Rp.  30.000,: fton I
- b. lzin Pemanfaatan Kayu (IPK) tarif blaya adalah: ~iiit L
- luran Tetap ~  sebesar - ~Rp. 10.000, /m log |

- Leges - sebesar +Rp.  10.000, /mn (d1lekatkan padaSuratlzm)
- Dana Rehabilitasi Hutan sebesar - :Rp. - 10.000,-/m’.log. | !||
. 1zin Pemanfaatan Kayu Kebun Masyarakat (IPKKM) tarif biaya ddalah

« luran Tetap = = sebesar : Rp. 2.000.000,;: Hizin | i ! o _
- Leges -~ . sebesar _ _Rp - 10. 000 /mn (d1lekatkan pada Surat lzin)
d. lzin Sah lainnya (ISL) tarif biaya adal_ah T s
- luran Tetap - - sebesar o Rp - 10. 000 -/m log a0
~« Leges -~ sebesar -10.000, -lmn (duekat_kan pada Surat Izin)

. 7 Dana Rehablhtas1 Hutan sebesar Rp - 10.000, -/m logi :

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarlf
pemanfaatan hasil hutan, didasarkan pada tUJuan untuk menutup

R B
=l h
[

BAB Xl

j
PEMUNGUTAN BIAYA iZlN DAN PENGATURAS

Pasal 23 BN S

Pemungutan biaya izin dan pengaturan dllaksanakan secaraé
seseorang atau badan usaha mengurus proses penzmannya i

|
zin

péngélolaan dan

sebagian atau sama

la:ngisﬁng “pada saat

Pembayaran blaya perizinan harus dilun351 sekahgus melalui Dmas ehutanan
Hasit hutan dilakukan setelah dokurnen dokumen sahnya has1l

- dinyatakan lengkap dan siap untuk dlangkut NIV |
BAB_ _Xll SR A
PENYIDIKAN SR

Pasal"24 T

b
I

E
1

hutan tersebut -

i
|

2 : |
gbi o«
9 x

Pejabat Pegawa1 Negeri Sipil tertentu di hngkungan Pemenntah Daerah diberi

- bidang Retnbum Daerah Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisas1 sebagaimana

}




(2).

- ¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbach atat.

B . - R SR R D R R
: o RSN :
Vi

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HLML
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.’ .
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah b

i

r(l_.é\cara iPidana dan

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti'; keteraqgan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi: Daerah |agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; . g
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengen.u

orang prlbadl atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana Retribusi Daerah;

dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

d. Merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokurr

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; -0 ' |
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl pem

badan sehubungan

lam : berkenaan

bukuan, pencatatan

dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyztaan terhadap bahan bukti

tersebut; L ‘ ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas peny':dlkan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah; - : T

I
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang, men:nggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan’ memepksa identitas orang

atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf €; |

h. Memotret seseorang yang berkaltan dengan tmdak;pldanclu di bldang Retribusi

Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan d:perlksa

atau saksi;
je Menghenukan penyidikan;

"a
: ;.'§'

5seb_aga_i tersangka

" k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlka'n tlndak pidana di

3)!

(1)

2)

"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputu

bidang Retribusi Daerah. b | -

Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); membe.r ta kan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penu
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8|

ntut. Umum, sesual

]’ahbn 1981 tentang

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 t|=n tang Kehutanan

KETENTUAN PIDANA !'

BAB Xlll : ’ ! i
Pasal'25 |

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagalmana dimaksud dalam
pasal 18 ayat (1) huruf b, pasal 20 dan pasal 22 sehingga merugikan keuangan daerah
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan deinda paling banyak

Rp 50.000.000,-. RN

Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manipiulaSI data taglhan
serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga meruglkan heuangan daerah akan

_ dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang yang ber!.ak
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggar

BAB XIV
KETENTUAN . PENUTUP ;

Pasal 26

..1'_0.. : '

u'-

éeparuang; mengenai
san Kepala Daerah.




Pasal 27 |

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabat Bupatl Bombana
Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara’ Peraturan] Daerah ‘Kabupaten

‘Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor:17 Tahun 2001 tentang -

Pengelolaan Hasil Hutan dan atau lkutannya dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28 : | ' '

| Peraturan Daerah inf mulai berlaku pada tanggal dxundangkan i L

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangaaneratué'a'n éDaerah ini

- dengan penempatannya dalam Lembaran Daearah Kabupaten Bombana '

......

Dltetapkandi Rumb‘ ja'lj .
pada tanggal ! il 2005

 Amiouean scuhu,

XL
vE

- Diundangkan dj Runjbia'
- pada tanggal

Drs. H. IDBUS EFFENDY KUBE

" LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
. TAHUN 2005 NOMOR




